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Motto

Hormatilah kedua orang tuamu yang telah membesarkan dan

menyayangimu, Hormatilah mertuamu yang telah memberi kenikmatan dengan

memberikan ijin menikahi anaknya, Hormatilah gurumu yang telah memberikan

ilmu dan pencerahannya.

Didiklah istri dan anak-anakmu dengan ilmu pengetahuan, karena

sesungguhnya tujuan hidup ada dimasa lalu dan yakinlah tiada hal yang baru

selama dibawah matahari, manjadah wajadah, temen tinemu, tiada proses yang tak

membuahkan hasil.

Tan keno kinoyo ngopo…
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Abstrak

Kewajiban, pelanggaran, sanksi, pelaksaan putusan pengadilan adalah
sebuah proses dan dinamika sosial baik individu dengan individu atau individu
dengan badan hukum, dibutuhkan sebuah kepastian hukum dalam hubungan sosial,
kepastian itu menuntut hak dan kewajiban, bilamana hak dan kewajiban itu
dilanggar akan mengakibatkan sanksi dan tanggungjawab. Putusan pengadilan
yang seharusnya menjadi mahkotah bagi hakim dan menjadi marwah bagi
pengadilan kembali diuji melalui penulisan ilmiah, perjanjian jual beli hak atas
tanah dan bangunan yang tidak prosedur disahkan oleh pengadilan, asas terang/riil
dan tunai serta ketentuan perundang-undangan terlihat seolah telah dilakui dengan
benar dengan terbitnya akta jual beli, disisi lain prosedur dan alat bukti tidak
dijadikan pertimbangan hukum, karya tulis ini meneliti secara normatif dengan
mengunakan pendekatan kasus dan konsep. Penulis menggunakan terori kepatisan
hukum dan teori pertanggungjawaban sebagai pisau analisanya, dalam kesimpulan
penelitian didapatkan hasil berbeda dengan putusan pengadilan.
Kata kunci: Keabsahan akta jual beli, pembatalan dan kebatalan akta otentik,
perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban hukum.
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Abstract

Obligations, violations, sanctions, enforcement of court decisions is a
process and social dynamics, both individuals and individuals or individuals with
legal entities, legal certainty is needed in social relations, certainty demands
rights and obligations, when rights and obligations are violated it will result in
sanctions and responsibility. Court decisions that should be a crown for judges
and a marwah for courts are again tested through scientific writing, agreements
to buy and sell rights to land and buildings that are not procedurally ratified by
courts, the principle of light/real and cash and statutory provisions look as if they
have been carried out properly. true with the issuance of the deed of sale and
purchase, on the other hand procedures and evidence are not taken into legal
considerations, this paper examines normatively by using a case and concept
approach. The author uses the theory of legal certainty and the theory of
accountability as a knife for analysis, in the conclusion of the study the results are
different from the court's decision.
Keywords: The validity of the deed of sale and purchase, annulment and
invalidation of the authentic deed, acts against the law, legal liability.
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Keabsahan akta jual beli hak atas atas tanah dan bangunan ditentukan oleh

tiga hal prinsip yaitu tentang kewenangan pejabat yang membuat, prosedur akta

itu dibuat dan administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan .

Pasal 165 HIR disebutkan bahwa akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh

atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti otentik

lengkap antara para pihak danahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari

padanya tentang apa yang tercantum didalamnya sebagai pemberitauan belaka.

Pasal 1868 KUHPerdata, akta itu disebut otentik apabila memenuhi tiga unsur,

yaitu:

1. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang;

2. Dibuat oleh atau pejabat umum;

3. Pejabat umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Penulis mendefinisikan akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh seorang

pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan jabatannya,

untuk mencatat kehendak para penghadap, dibuat dalam suasana kebatinan,

ketaatan kepada Tuhan dan ketaatan pada kode etik dan regulasi dengan tujuan

mewujudkan kebenaran proses dan keadilan proses. Selanjutnya definisi itu

disebut Akta Otentik Pancasila.

Konsep akta jual beli menurut ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,

lebuh teniknisnya peraturan jabatan PPAT diatur dalam Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nomor 1 Tahun 2006 dan bentuk akta jual beli hak atas tanah dan
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bangunan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8

Tahun 2012. Pada pokoknya peraturan tentang jual beli tanah harus melalui

tahapan-tahapan, Tahadapan awal, Tahapan pelaksanaan dan Tahapan akhir, Pada

tahapan awal subyek hukum yaitu penjual dan pembeli sedang obyek hukum yaitu

data fisik dan data yuridis haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu: Penjual

haruslah yang mempuyai hak kepemilikan dan tidak terhalang oleh undang-

undang, Pembeli adalah warga negara Indonesia atau badan hukum. Terhadap

obyek, penjual menjamin bahwa obyek tidak dalam sengketa, tidak dalam jaminan,

tidak dalam keadaan sita oleh pengadilan dan tidak dalam penguasaan pihak lain,

selain itu penjual harus mengatahui dengan pasti letak dan bentuk obyek yang kan

dibeli.

Untuk menjamin validitas terhadap data fisik dan yuridis penjual terlebih

dahulu menyerahkan sertipikat kepada PPAT untuk dilakukan validasi kebenaran

data pada kantor pertanahan. Masih dalam tahap awal, kewajiban pembayaran

lunas dengan dibuktikan oleh kuitansi pembayaran.

Dalam hal peralihan hak atas tanah melalui jual beli, Negara juga

memberlakukan tarif pajak berupa pajak penghasilan (PPh) sebagimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan juncto

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas

Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian

Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya juncto

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/Pmk.03/2016 Tentang Tata Cara
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Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas

Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian

Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Setelah diserahkannya bukti setor pajak dan validasi sertipikat dari badan

pertanahan tidak ada masalah serta subyek hukum telah memenuhi persyaratan

yang ditentukan oleh undang-undang, barulah menginjak pada tahap pelaksanaan,

Pada tahap pelaksaan dipastikan para pihak hadir dihadap PPAT dan dua orang

saksi, PPAT berkewajiban untuk membacakan semua isi akta dan memberikan

penjelasan-penjelasan, setelah akta dibacakan, para pihak,saksi dan PPAT

menandatangani akta jual beli, dan memberikan paraf pada bagian bawah disetiap

lembar isi akta. Akta jual beli dibuat dalam dua rangkap asli sebagai minuta dan

diberi nomor akta dan tahun pembuatan, satu diberikan pada badan pertanahan

sebagai dasar peralihan hak dan satu disimpan oleh PPAT sebagai protokol akta.

Tahap akhir, Selambat-lambatnya dalam masa tujuh hari kerja, PPAT

memberikan minuta asli kepada badan pertanahan disertai warka sebagai dasar

peralihan hak kepemilikan kepada pembeli dan memberikan salinan akta kepada

para pihak. Selanjutnya honorarium PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan
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Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agraria. Sedangkan biaya peralihan hak

ditentukan dalam Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam Peraturan

Menteri ATR/BPN Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat

Akta Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan

Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian

Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Terhadap ketidak lengkapan syarat-syarat tersebut maka PPAT diwajibkan

untuk menolak pembuatan akta. Tiga tahapan tersebut diatas adalah syarat mutlak

untuk terbitnya akta otentik. Akta otentik memiliki nilai pembuktian sempurna

dan sifatnya mengikat.

Kekuatan mengikat dan memiliki nilai pembuktian sempurna tidak perlu

lagi meminta pertimbangan hakim. Terhadap perkara aquo majelis hakim

menggunakan fotocopi akta jual beli yang sudah diligalisir oleh PPAT

pembuatnya, namun dalam persidangan minuta asli tidak pernah dihadirkan,

sehingga menurut penulis alat bukti fotocopi yang tidak disesuaikan dengan

aslinya, nilai pembuatiannya hanya sebatas pembuktian awal dan tidak bisa

digunakan dalam pertimbangan hukum berdasar pada Pasal 1888 KUH

Perdata “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.

Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar

hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu

sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan

mempertunjukkannya” dan kaidah Mahkamah Agung juga telah memberikan

penegasan atas bukti berupa fotocopi dari surat atu dokumen, dengan kaidah
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hukum sebagai berikut: “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau

tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”

(Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985) Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah

Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopi dari

sebuah surat atau dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak

dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata.

Dalam perkara aquo juga ditemukan bukti bahwa sertipikat asli obyek jual

beli dalam penguasaan bank, sehingga tahapan awal tentang kewajiban PPAT

untuk menvalidasi data fisik dan data yuridis ke kantor pertanahan telah dilanggar,

Pengakuan dari kuasa hukum PPAT yang menyatakan bahwa pembuatan akta itu

belum dibayar pajak pengasilan (PPh) dan Pajak bea perolehan bea perolehan hak

atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pengakuan dari penjual bahwa

tandatangan akta jual beli ditandatangani dirumahnya dihadapan pembawa akta

yaitu pegawai PPAT. Selanjutnya keterangan saksi yang didatangkan oleh penjual

memberikan keterangan bahwa saksi mengajak pembeli untuk menandatangani

akta jual beli di kantor PPAT, saksi mulai datang hingga pulang bersama dengan

pembeli, saksi tidak melihat penjual datang ke kantor PPAT, ini kuat artinya

bahwa antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan hadir dihadapan

PPAT. Dengan demikian terjadi pelanggan yang dilakukan oleh PPAT.

Terhadap sertipikat yang masih dalam penguasaan bank sebagai jaminan,

Perjanjian kredit pembiayaan antara Bank dan Commanditaire Vennootschap

selanjutnya disingkat CV. dibuat dihadapan Notaris yang juga selaku PPAT dalam

pembuatan akta jual beli, kedudukan penjual dalam CV tersebut sebagai persero
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pasif dan sertipikat-sertipikat itu adalah milik persero pasif, dalam ketentuan

perjanjian kredit tersebut, disepakati bahwa untuk pengembalian hutang atau

pengurangan hutang dibayar dengan cara menjual obyek-obyek perumahandi

valensia residen, penjual dalam hal ini persero pasif melaksanakan isi perjanjian

itu, perjanjian manganut asas kebebasan berkontrak dan berlaku asas pacta sun

servanda yang artinya isi perjanjian itu menjadi undang-undang bagi pihak-pihak

yang membuatnya. Sebagai persero pasif penjual dilarang untuk mencampuri

urusan bisnis dalam CV, semua operasional CV dipgang oleh persero aktifnya

yaitu AB dan dalam aturan Kitab Undang-Udang Hukum Dagang persero aktif

bertanggugjawab secara tanggung rentang atas kerugian CV

Sehingga PPAT mengetahui secara pasti keberadaan sertipikat tersebut, hal

ini berdasar pada perjanjian pokok yang dilakukan perubahan hingga dua kali dan

dibuat dihadapan Notaris SR yang juga selaku PPAT dalam pembauatan akta jual

beli dalam perkara aquo.

Atas dasar uraia tersebut diatas maka penulis mempunyai pendapat berbeda

dengan putusan pengadilan negeri lamogan nomor 41/Pdt.G/2019.PN.Lmg yang

diputus pada tanggal 19 Agustus 2020. Putusan tersebut menyatakan sah akta jual

beli nomor 480/2015 dan akta jual beli nomor 481/2015 yang dibuat pada tanggal

5 Maret 2015 dihadapan PPAT SR.

Sedangkan penulis mengunakan teori kepastian hukum dari Hans Kelsen

yang menyatakan norma yang mengacu pada kepada prilaku manusia adalah

absah berarti bahwa ia bersifat mengikat, bahwa seorang individu meski

berprilaku dengan cara yang ditetapkan oleh norma. Keabsahannya berasal dari
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otoritas yakni dari seseorang yang berkompeten untuk menciptakan norma yang

absah. Norma merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya

“das sollen”, norma hukum bersifat pasif dan menjadi aktif saat ada peristiwa

kongkrit “das sein”.

Banyaknya ketentuan yang dilanggar oleh PPAT dalampembuatan akta jual

beli dalam perkara aquo maka penulis berpendapat akta jual beli nomor 480/2015

dan akta jual beli nomor 481/2015 yang dibuat pada tanggal 5 Maret 2015

dihadapan PPAT SR tidak sah.

Tidak sahnya berakibat pada akta jual beli aquo batal demi hukum, Konsep

batal demi hukum dalam rumusan pasal 1320 KUHPerdata, apabila dalam

perjajian itu melanggar undang-undang atau klausa yang halal dan melanggar

ketertiban umum. Akibat terhadap batalnya akta perjanjian jual beli perkara aquo

maka kedudukan hukum akta itu dianggap tidak pernah ada dan kembali seperti

saat sebelum dilaksanakan perjanjian. Akta jual beli itu tetap sebagi minuta dan

disimpan dalam protokol PPAT dan diberikan catatan bahwa akta tersebut telah

batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan.

Batalnya akta jual beli tentunya membawa kerugian bagi para pihak, PPAT

harus bertanggungjawab atas kesalahannya, pihak yang dirugikan bisa menuntut

kerugian, tentunya dengan mendaftakan gugatan gantirugi ke pengadilan umum,

sanksi lain yang harus dihadapi oleh PPAT adalah sanksi administrasi dari

organisasi dalam hal ini IPPAT.

Terdahap perkara aquo penulis memberikan masukan berupa konsep “Akta

Otentik Pancasila” Konsep akta otentik Pancasila berasaskan Nastiti yang
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dalam bahasa jawa berarti ketelitian, asas nastiti melahirkan teori akta otentik

pancasila, teori akta otentik pancasila melahirkan akta otentik pancasila yang

syarat akan kepastian dan keadilan, yang selanjutnya penulis tekankan bahwa akta

otentik Pancasila adalah akta yang dalam proses pembuatannya megandung

kepastian prosedural dan keadilan prosedural.

Kekuatan akta otentik pancasila mejadikan tanggungjawab itu berlapis,

lapis pertama adalah dokumen dan keterangan-keterangan penghadap saat awal

dikantor pejabat dengan maksud dan tujuannya, atas kebenaran dokumen dan

keterangan itu diikat dengan sumpah, yang tujuan mengigatkan dan menguatkan

tekad penghadap terhadap apa yang akan dilakukan, sumpah ini menunjukkan

kesadaran suasana batin penghadap tentang ketaatannya kepada Tuhan, yang

selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kesadaran suasana batin penghadap akan

menjadi sebuah nilai pembuktian dan nilai kepastian, nilai itu harus kongkrit yang

dituangkan dalam surat pernyataan, Surat penyataan yang menunjukkan

penyataan yang isinya adalah telah melakukan sumpah dan memberikan dokumen

serta keterangannya dihadapan pegawai, staff atau dihadapan pejabat itu sendiri

dan surat pernyataan itu ditanda tangani oleh penghadap dan juga oleh saksi dari

kantor pejabat.

Lapis yang kedua adalah sebelum akta dibacakan oleh pejabat yang

berwenang yaitu Notaris/PPAT, didahului dengan membaca doa oleh

Notaris/PPAT, penghadap, saksi akta, doa dipimpin oleh notaris/ppat bedasarkan

keyakinan masing-masing. Proses ini mengikat bagi Notaris/PPAT yaitu akta

harus dibacakan, penghadap hadir menghadap dan/atau berhadapan dengan
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Notaris atau PPAT dan saksi-saksi dalam akta, juga ikut melihat dan mendengar

sendiri dan mengerti mengapa akta itu dibuat, sehingga ini menjamin bahwa

syarat formil dan materiil akta terpenuhi.

Lapis yang ketiga adalah pada saat akta pokok keinginan penghadap

selesai dibaca dan ditanggani, juga ada satu akta lagi yang harus ditanggani

yaitu akta berita acara yang ditandangani oleh Notaris/PPAT, penghadap, saksi-

saksi akta. Ini adalah bentuk pembuktian kewajiban seorang pejabat, penghadap

dan saksi akta bahwa semua proses pembuatan akta prosedural.

Akta otektik Pancasila, dapat merahasiakan isi akta, seperti yang

diamanatkan dalam undang-undang, dengan memberikan salinan surat pernyataan

kebenaran atas dokumen dan keterangan pihak penghadap, memberikan salinan

akta berita acara yang ditanda tangani pejabat, penghadap dan saksi akta,

bilamana akta itu diperlukan untuk proses peradilan. Dengan demikian

menjadikan akta otentik pancasila memiliki nilai yuridis yang tak pernah berakhir.

Dalam asas prefensi hukum, menganut aturan yang lebih tinggi

mengeyampingkan aturan yang lebih rendah dan aturan yang khusus

mengenyampingkan aturan yang umum, Penulis berpendapat bahwa peraturan

yang sempurna menyampingkan peraturan yang tidak sempuna. “Lex perfecta

degorat legi lex imperfecta”
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